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Aan Surachlan Dimyati, Pengetahuan Dasar Perhotelan, CV. Deviri Ganan,
Jakarta, 1992,

Ateng Syatrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1995

Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, bekerja sama dengan Yayasan
Gatra Prospektra, Almanak Pariwisata Indonesia 1, Jakarta, 1987.

Direktorat lenderal Pariwisata, Peraturan dan Klasifikasi Hotel, Jakarta, 1985.
Oka A. Yoeti, Pengantar llmu Pariwisata, Angkasa, Bandung, 1993,

Oka A. Yoeti, Strategi Pemasaran Hotel, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1999,

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1992.

Sapari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelititan Sesial,
Usaha Nasional, Surabaya, 1981

Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara. Edisi 11, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1997,

Soerono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press,
1996.

Surya Brata dan Suradi, Metodolegi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Team BPLP (Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisala) Bandung, Pengantar
Perhotelan, Bandung, 1993.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. =

Victor Situmorang, Dasar-dasar Hukuin Administrasi Negara, Bina Aksara,
Jakarta, 1989.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah/Jawa Timur/Jawa Barat
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dan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat H Semarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokek Pemerintahan di
Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah
Tingkat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.10/PW.301/Phb-77 Tahun 1977
tentang Usaha dan Klasifikasi Hotel.

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep.22/U/V1/78, tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Usaha dan Klasifikasi Hotel.

Keputusan  Menteri  Pariwisata, Pos dan  Telekomunikasi Nomor
KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan
Hotel.

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 14/U/11/88 tanggal 25 Februari

1988 tentang Pelaksanaan Ketentnan Usaha danm Penggolongan Kelas
Hotel.

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep. 06/VL/97 tanggal 13 Juni

1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Manajemen Hotel Jaringan
Internasional.

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Dan Direktur Jenderal
Pemberantasan Penyakilt Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Nomor O08/Edi/1i/88 Dan Nomor 1075-1/PD.03.04 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyehatan Makanan Dan Penyehatan Lingkungan
Dibidang Usaha Hotel, Restoran, Wisata Tirta, Obyek Wisata.
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Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengalh Nomor 1 Tahun 1994 tentang Usaha
Hotel dengan Tanda Bunga Melati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1995
tentang Susunan Organisasi dan Tala Kerja Dinas Pariwisata Propinsi
Dacrah Tingkat I Jawa Teugah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah,
Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 536/5743
tanggal 29 Maret 2001 perihal Perijinan Daerah.
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